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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NoMoR rzo TeguN 2023

TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU

PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang:

Mengingat

a.

b.

c.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Keq'a KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Keda KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/ Kota;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu
menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator
Wilayah Bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi
Barat Periode 2023 - 2O2A
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurrrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan lJmum
Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan
Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode
2023 - 2028;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang
Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nornor 23,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan



Mernperhatikan

Menetapkan :

KESATU

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor t Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan
Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti tlndang-tlndang
Nomor 1 Ta}run 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiiihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O 19 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kaJi
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemiljhan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 377);

Berita Acara Pleno Nornor 466/SDM.13.2-
BA/76/2o23 tanggal 25 Mei 2023 Tentang
Penetapan Diwisi dan Koordinator Wilayah
(Korwil) Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat
Peqode 2023 - 2028;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM PROVINSI
SUT"qWESI BARAT TENTANG PENETAP.AN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGO?A KPU PROVINSI
SUI,,AWESI BARAT PERIODE 2023 - 2028;
Men-etapkaq Pe4bagr-a+- Divisi b,agr A:rggqta KPU hovinsi
Sulawesi Barat Periode 2023 - 2028 sebagai berikut :

1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan logistik
Ketua : Said Usman Umar
Wakil Ketua : Budiman lmran



KEDUA

KETIGA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SUI"AWESI BARAT

lenggara Pemilu,

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Ketua : Budiman Imran
Wakil Ketua : Asriani

3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua : Asriani
Wakil Ketua : Elmansyah

4) Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua :Supriadi Narno
Wakil Ketua : Said Usman Umar

5) Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua : Elmansyah
Wakil ketua : Supriadi Narno

Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 - 2028 sebagai berikut

1) Korwil Kabupaten Pasangkayu:
Ketua : Said Usman Umar
Wakil : Elmansyah

2) Korwil Kabupaten Polewali Mandar
Ketua : Asriani
Wakil : Said Usman Umar

3) Korwil Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah
Ketua : Elmansyah
Wakil : Asriani

4) Korwil Kabupaten Majene
Ketua : Budiman Imran
Wakil : Supriadi Narno

5) Korwil Kabupaten Mamasa
Ketua : Supriadi Narno
Wakil : Budiman Imran

Uraian tugas Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) bagi
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2023 - 2028
sebagaimana tercantum dalam L"ampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Jakarta
:25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
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\P_
SETYO

Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN
KEruTUSAN KOITTS] PEMILIHAN TJTIT,IM

PROV]NSI SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN2023
T]ENTANS PENEAPAN DMSI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT PEzuODE 2023 - 2028

URAIAN TUGAS DIVISI

NO DIVISI URAIAN TUGAS

1 Keuangan, Umum, Rumah
Talgga, dan Logistik

Mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, superrdsi, dan evaluasi

terkait dengan kebijakan :

1. administr.asi perkantoran,
rumah tangga dan kearsipan;

2. protokol dan persidangan;

3.pengelolaan dan pelaporan

Barang Milik Negara (BMN);

4. pelaksanaan,

pertangguqgiaw.abal dap
pelaporan keuangan;

5- pengusulan peresmian

keanggotaan dan
pelaksanaan sumpah/
jar\ii DPRD Provinsi, dan

6.perencanaan,
pengadaan barang dan
jasa serta distribusi
logistik pernifu dan
pemilihan.



2 Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi
Masyarakat, dan Sumber
Daya Manusia

Mengoordinasikan,
' menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervisi, dan evaluasi
terkait dengan kebijakan :

, 1. sosialisasi kepemiiuan;
2. partisipasi masyarakat dan

pendidikan pemilih;
3. publikasi dan kehumasan;
4. kampanye Pemifu dan Pemilihan;
5. keq'a sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan

informasi publik;
7. pengusulan penggantian antar

waktu angggta KPU
Kabupaten/Kota;

8. pengaruasaq proqes rekrutmerl
anggota PPK, PPS, KPPS, dan
petugas pemutakhiran data
pemilih;

9. pe.mbinaan etika dan evaluasi
kinerja sumber daya manusia;

10. pengembangan budaya ke4'a dan
disiplin organisasi;

11. pendidikan dan pelatihan, serta
pengembangan sumber daya
manusia;

i2. penelitian dal pengembalgan
kepemiluan; dan

13. pengelolaan dan pembinaan
sumber daya manusia.

J Data danPerencanaan,
Informasi

Mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervisi, dan evaluasi
terkait dengan kebijakan :

1. penJmsunan program dan
a nSgaran;

2. evaluasi, penelitian dan
pengkajian kepemiluan ;

3. monitoring, evaluasi,
pengendalian program dan
anggaran;

4. pemutakhiran dan
perneliharaan data pernilih;

' 5. sistern informasi yang
berkaitan dengan tahapan
pemilu;

6. pengelolaan aplikasi dan jaringan
teknologi dan informasi;

,7. pengelolaan dan penyajian
data hasil pemilu nasiona-l,

L dan
8. pengelolaal dan penyediaan

I informasi puhlik (PPID).



4 Teknis Penyelenggaraan Mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervisi, dan evaluasi
terkait dengan kebijakan :

1 . pengusulan daerah pemilihan
dan alokasi kursi;

2. pendaftaran dan verifikasi partai
politik calon Peserta Pemilu;

3. pencalonan Peserta Pemilu dal
Pemilihaa;

4.pemungutan, penghitungan
suara, dan rekapitulasi hasil
Penghihrngan suara;

5. penetapan hasil dan
pendokumentasian hasil Pemilu dan
Pemilihan;

6. pelaporan dana kampanye; dan
T.penggantian antarwal<tu

anggota DPRD Provinsi.

5 Hukum dan Pengawasan Men€oorditasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervisi, dan evaluasi
terkait dengan kebijakan :

1. pen5rusunan rancangan
Keputusan KPU Provinsi;

2.Telaah hukum dan advokaei
hukum

3. Dokumentasi dan publikasi
hokum;

4. Pengawasan dan pengendalian
internal;

5. penyelesaian pelanggaran
administratlf, sengketa proses,
sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan,
serta permasalahan hukum lainnya
di luar masa tahapan Pemilu dan
Pemilihan; dan

6. penanganan pelanggaran Kode
Perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas yang dilakukan oleh
anggota KPU Kabupaten/ Kota.



URAIAN TUGAS KOORDINATOR WLAYAH

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Jakarta
:25 Mei 2O23

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

SAID USMAN UMAR
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Salinan Sesuai dengal aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI

SI BARAT
Penyelenggara Pemilu,

dan Hukum dan SDM,

URAIAN TUGAS

2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab penyelenggara KpU Kabupaten di wilayahnya

3. Memfaeilitasi dan merespon raporan permasarahan penyerenggaraan
pemilu di wilayahnya

4. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu di
wilayah nya

5. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai
Coordinator wilayah untuk bahan pembahasan dalam rapat pleno

1. Bertanggung jawab mengkoordi
pemilu di wilayahnya

nasika n pelaksanaan penyelenggaraan


